
BAB IV 

PEMBAHASAN  

 

A. Dasar KHI Dalam Menetapkan Fitnah Penghalang Hak Mewarisi 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam fikih Islam klasik tidak 

ditemukan adanya penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan, kecuali jika fitnah 

yang mengakibatkan si korban terbunuh. Akan tetapi, terhalangnya kewarisan tersebut 

bukan karena tindakan fitnah itu sendiri, melainkan fitnah tersebut telah dianggap sebagai 

tindak pidana pembunuhan. Sebaliknya, jika fitnah menyebabkan seseorang dihukum 

selain terbunuh, maka pelaku fitnah dihukum dengan hukuman ta‟zir. 

Namun, terdapat kesamaan antara fitnah dan pembunuhan dari aspek kejahatan 

yang harus mendapatkan hukuman bagi pelaku keduanya. Hal ini menjadi alasan untuk 

menarik perhatian ulama dalam meneliti hakikat fitnah dan menjadikannya sebagai 

penghalang kewarisan sebagaimana pembunuhan. 
1
 metode ini disebut dalam ilmu Ushul 

Fiqih sebagai metode qiyas (penggabungan hukum. Sebab, kumpulan hukum Islam 

bersumber dari redaksi al-Quran, Hadis dan Ijma‟ (kesepakatan ulama). Jika sebuah 

masalah tidak ditemukan pejelasan hukumnya pada tiga sumber tersebut, maka 

hukumnya bisa dicari  melalui metode Qiyas.
2
 

 Abdul Wahhab Khollaf (w. 1375) mendefenisikan qiyas, yaitu: 

                                                           
1
 Sukris Sarmadi, Op. Cit. hlm. 32. 

2
 Untuk selengkapnya, penjelasan tentang Qiyas bisa ditemukan pada literature ushul fiqih. 



إلحاق واؿعة ٓ كص ظذ حؽؿفا بواؿعة ورد كص بحؽؿفا في الحؽم افذي ورد به افـص فتساوي 

 افواؿعتغ في ظؾة الحؽم.

“Menggabungkan peristiwa yang tidak ada redaksi dalil menjelaskan 

hukumnya (cabang), dengan kejadian yang hukumnya telah dijelaskan oleh 

redaksi dalil (asal), pada hukum yang telah dijelaskan oleh redaksi dalil tersebut 

(hukum asal). hal ini dikarenakan adanya (landasan) yang sama diantara dua 

kejadian tersebut.”
3
 

Jadi, dalam proses analogi hukum harus ada kelengkapa sayaratnya. Yaitu, asal, 

hukum asal, cabang dan „Illah (landasan hukum). 

 Kemudian beliau mendefenisikan „Illah  (landasan hukum) yaitu:  

 افعؾة هي وصف في إصل بـي ظؾقه حؽؿه ويعرف به وجود هذا الحؽم في افػرع

“‟Illah ialah sebuah sifat yang ada pada asal (masalah yang telah 

dijelaskan hukumnya pada nash) yang merupakan lanadasan hukumnya, juga 

mengisyaratkan adanya hukum yang sama pada cabang (masalah yang tidak 

dijelaskan hukumnya).”
4
 

 Landasan hukum (‟Illah) inilah yang menjadi titik tumpu kajian dalam proses 

qiyas (analogi hukum). Pada pembahasan ini akan dikaji tentang keabsahan proses 

analogi fitnah kepada pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. 
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 Abdulwahhab Khollaf, „Ilmu Ushuli al-Fiqh, (Saudi Arabia, Mathbaah al-Madni, t.t) hlm. 52. 
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Dalam proses qiyas ini, perlu diperhatikan dasar landasan hukum („Illah) yang 

tersimpan pada masalah yang telah dijelaskan oleh redaksi dalil (asal). Hal ini disebut 

dengan istilah Takhrij al-Manath. Al-Amidi (w. 631 H) mendefenisikan: 

 هو افـظر وآجتفاد في إثبات ظؾة الحؽم افذي دل افـص أو الإجماع ظؾقه دون ظؾقته.

“Yaitu menganalisa dan berusaha untuk menetapkan „Illah bagi sebuah 

hukum yang hukumnya telah dijelaskan oleh redaksi (Al-Quran dan Hadis) atau 

Ijma‟ (kesepakatan ulama), namun Illahnya tidak dijelaskan.”
5
 

Dalam menetapkan sebuah landasan („Illah) bagi sebuah hukum, perlu 

diperhatikan juga kelayakannya sebagai alasan hukum, yaitu konsistensinya.
6
 Jika 

ternyata „Illahnya tidak memiliki konsistensi, maka Mazhinnahnya (dugaan berat akan 

mengakibatkan adanya landasan hukum) juga bisa dijadikan dan menempati posisi 

sebagai „Illah (landasan hukum).
7
 Namun menurut al-Ghozali jika landasan („Illah) 

sebuah hukum tersebut berbentuk sebuah mashlahat dari penetepan hukum, Qiyas 

(analogi) tetap bisa diberlakukan. Menurut beliau sesuatu yang berupa hikmah tetap bisa 

dijadikan sebagai„Illah, beliau berkata: 

 ؾنكا فسـا كعـي بالحؽؿة إٓ ادصاحة ادخقؾة ادـاشبة.
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“Yang dimaksud dengan hikmah ialah kemashlahatan yang tergambarkan 

dan  memiliki sifat munasabah.”
8
 

Maka, hikmah yang bisa dijadikan sebagai „Illah hanyalah hikmah yang memiliki 

sifat munasib. Sedangkan hukmah yang tidak memiliki sifat munasib tidak bisa dijadikan 

sebagai „Illah. Sedangkan yang dimaksud dengan munasabah ialah: 

وصف وفو حؽؿة طاهر مـضبط يحصل ظؼلا من ترتقب الحؽم ظؾقه ما يصؾح ـوكه مؼصودا فؾشارع... من 

 حصول مصؾحة أو دؾع مػسدة.

“Yaitu sifat (walaupun berupa hikmah) yang jelas dan akurat (konsisten), 

dengan dijadikan sebagai landasan hukum, secara logika bisa mendatangkan 

Maqoshid Syariah berupa mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan.”
9
 

Dalam hal ini, Munasib bisa ditafsirkan dengan kemaslahatan yang jelas. 

Berdasarkan ini, dalam menafsirkan kata “marah” yang terdapat dalam hadis “Seorang 

hakim tidak boleh mengadili dalam keadaan marah” ialah sesuatu yang bisa menggangu 

fikiran. Inilah Hikmah yang memiliki sifat Munasib pada konteks ini. Yaitu hikmah yang 

jelas dan akurat, yang terlintas secara logika sebagai  Maqoshid Syariah dalam larangan 

bagi hakim saat mengadili. Sehingga kondisi sangat lapar dan haus, juga kondisi sakit 

keras bisa dianalogikan dengan keadaan marah. Karena sama-sama mengganggu fikiran 

yang bisa menggangu konsentrasi seorang hakim dalam mengadili.
10
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Kemudian, setelah diketahui apa landasan („Illah) hukumnya, maka harus 

diperhatikan apakah motif tersebut ada pada masalah yang tidak ada redaksi penjelasan 

hukumnya (cabang) atau tidak ada. Hal ini disebut dengan istilah Tahqiqu al-Manath, 

yaitu: 

افـظر في معرؾة وجود افعؾة في آحاد افصور بعد معرؾتفا في كػسفا وشواء ـاكت معروؾة بـص أو إجماع أو 

 اشتـباط.

“Menganalisa untuk mengetahui keberadaan „Illah pada satuan masalah, 

setelah mengetahui keberadaanya pada jenisnya. Baik melalui redaksi nash, ijma‟ 

atau pengambilan hukum (Istinbath).”
11

 

Dalam pembahasan ini, perlu kita pastikan „Illah (landasan hukum) dari 

pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama ditetapkan sebagai pengahalang 

kewarisan. Kemudian penilaian terhadap konsistensi dan keakuratan „Illah (landasan 

hukum) tersebut, kemudian keberadaan „Illahnya  pada tindak pidana fitnah fitnah. 

a. „Illah (landasan hukum) pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama 

dijadikan sebagai faktor penghalang kewarisan.  

1. perbudakan 

Dalam al-Quran Surat al-Nahl ayat 75 ditegaskan:  

“Allah telah membuat perbandingan seorang budak yang dimiliki. Dia 

Tidak sanggup melakukan apa saja.” 
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 Penafsiran ayat ini ialah: 

أن افشارع ؿد حؽم بعدم كػاذ تصرف افعبد ادؿؾوك، ؾفو ٓ يؿؾك، و ٓ يوػ أمرا، أو وٓية، أو وهذا يعـي 

 ؿضاء، و ٓ تؼبل صفادته.

“Ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan tidak berlakunya 

tindakan seorang budak. Dia tidak bisa memiliki sesuatu, tidak bisa menguasai 

sesuatu berupa pemerintahan atau peradilan, juga kesaksiannya tidak diterima.”
12

 

Ini menunjukkan bahwa seorang budak tidak layak mendapat warisan 

dikarenakan dia tidak bisa dijadikan sebagai pemilik harta. 

Al-Qorofi (w. 648) menjelaskan bahwa perbudakan menjadi penghalang dalam 

hak warisan, karena hal tersebut adalah sisa-sisa pidana kekafiran. Beliau berkata : 

 افؽػر جرائر من وٕكه فؾسقد مستحق افعبد مال ٕن

“Karena harta seorang budak merupakan hak tuannya, dan perbudakan 

adalah sisa-sisa pidana kekafiran.”
13

 

Maka, budak tidak layak dijadikan sebagai ahli waris dikarenakan hartanya akan 

secara otomatis berpindah kepada tuannya. Juga di antara penyebab kenapa perbudakan 
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dianggap sebagai sisa-sisa kekafiran ialah, dikarenakan kekafiran itu juga merupakan 

salah satu faktor seseorang menjadi budak.
14

  

Disamping itu, Al-Syairozi (w. 476 H) juga menjelaskan kewarisan seorang yang 

merdeka dari seorang budak, beliau berkata: 

 يؿؾؽه ٓ من ادال معه ٕن ما افعبد من الحر يرث وٓ

“ Seorang yang merdeka tidak mendapat warisan dari seorang budak, karena 

harta yang ada padanya adalah bukan miliknya.”
15 

Maka, jika seseorang memiliki budak, kemudian budak tersebut meninggal dunia 

maka dia tidak bisa menjadi ahli waris dari budaknya. 

Al-Shobuni menegaskan: 

شبب فؾؿراث، وهو ؽر  و بافتالي كؽون ؿد ورثـا صخصا أجـبقا، وبغر ،إذا ورثـاه ؾسقـتؼل ادال فسقدهو 

 .مؼوع

“Jika seorang budak dianggap sebagai ahli waris, maka seolah-olah orang 

lainlah yang mendapat warisan itu (yaitu tuannya), padahal tanpa ada faktor 

kewarisan. Hal yang demikian tidak diakui dalam syariat.”
16
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Ini mendukung keterangan di atas, bahwa harta seorang budak akan berpindah 

kepada tangan tuannya. Sehingga tidak layak jika seorang budak mendapatkan warisan. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa„Illah (landasan hukum) pada 

masalah perbudakan sebagai penghalang kewarisan berporos pada status kepemilikan 

harta. Juga tidak logis, jika harta warisan berpindah kepemilikannya kepada orang yang 

bukan ahli waris pada dasarnya. Dan ini tidak bisa menjadi landasan hukum bagi fitnah 

sebagai penghalang kewarisan, karena pelaku fitnah tetap bisa memiliki sebuah harta. 

 

2. Perbedaan agama 

 Al-Damiri menjelaskan dan menyebutkan alasan bahwa perbedaan agama bisa 

menghalangi kewarisan. Beliau berkata: 

 من وٓ مبؼى، ؽر ٕكه مثؾه من توريثه يؿؽن ٓ إذ ؛ مرتد من ٓ و ـاؾر من ٓ و مسؾم من ٓ مرتد وٓيرث

 .ؾقه ٓخلاف وهذا بقـفما، فؾؿـاؾاة أصع؛ ـاؾر ٓمن و فؾخز، مسؾم؛

“Seorang Murtad tidak mendapat warisan, baik itu dari seorang muslim 

beradasarkan hadis Nabi, atau dari kafir asli karena keduanya berbeda atau sekalipun 

dari seorang murtad juga, karena sesama murtad tidak meninggalkan harta 

warisan.”
17
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Maka, alasan kenapa seorang muslim tidak akan mendapat warisan dari seorang 

kafir atau sebaliknya. Yaitu karena hubungan Muwalah (kasih sayang) antara keduanya 

telah terputus. Demikian itu sesuai dengan perkataannya : 

 .وافؽاؾر ٔخر ـادسؾم مـا أحدهما ؾلا يرث بقـفما اكؼطعت ادوآة ٕن

“Sama seperti muslim tidak mewarisi orang kafir, karena Muwalah (kasih 

sayang) antara keduanya sudah terputus sehingga tidak saling mewarisi.”
18

 

  

Maka, sekalipun dalam kenyataannya masih dalam status bersaudara dengan 

sering bertemu dan saling memberi perhatian. Namun, dari segi agama hubungan 

Muwalah (kasih sayang) keduanya telah terputus. 

 Ibnu Manzur (w. 711 H) memakanai kata Muwalah dengan arti pertolongan (al-

Nushroh) atau kekuasaan (al-Sulthon). Namun, dalam menafsirkan hadis Faroid, beliau 

berkata: 

  ألحؼوا ادال بافػرائض ؾما أبؼت افسفام ؾلأوػ رجل ذـر أي أدكى وأؿرب في افـسب إػ ادوروث.

“Tunaikanlan harta (warisan) dengan aturan faraid. Jika ada sisanya, maka itu 

milik laki-laki yang paling Awla.  Yaitu, yang paling dekat nasabnya kepada 

pewaris.”
19
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 Maka makna dari Muwalah pada konteks ini adalah kekerabatan atau nasab. 

Kemudian beliau melanjutkan: 

 وهما إوفقان إحؼان. ويؼال: ؾلان أوػ بهذا إمر من ؾلان أي أحق به

“Dalam bahasa Arab, jika dikatakan: si Fulan Awla dengan perkara ini dari 

pada si Fulan yang lain, maka maksudnya adalah lebih berhak memilikinya. Dan arti 

dari kalimat: “mereka berdua Awla” ialah lebih berhak.”
20

   

 Maka, kata Muwalah juga bisa diartikan dengan berhak. Dalam Ilmu Faroid 

seseorang dikatakan berhak mendapatkan warisan, jika ada hubungan nasab dengan 

pewaris. Dalam hal ini, Muwalah juga bisa diartikan dengan nasab. Pada ayat yang lain 

juga ditemukan bahwa kata walayah atau wilayah bisa diartikan dengan pertolongan atau 

kewarisan. Kemudian Muwalah juga bisa diartikan dengan pertolongan, seperti pada ayat 

“kalian tidak memiliki „walayah/wilayah‟ bagi mereka sedikitpun.
 21

 Kemudian, beliau 

menafsirkan makna hadis: 

 "من وآهافؾفم والِ "

 “Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan tolonglah orang yang 

menolongnya.”
22

 

Dari sini, dapat dirangkumkan bahwa arti dari kata Muwalah ialah kepedulian, 

kasih sayang, keturunan atau kekuasaan. 
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Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa„Illah (landasan hukum) pada 

masalah perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan berporos pada hilangnya kasih 

sayang antara pewaris dan ahli waris. Untuk sementara, ini bisa menjadi landasan hukum 

bagi fitnah sebagai penghalang kewarisan, karena fitnah juga bisa menyebabkan 

hilangnya kasih sayang antara pewaris dan ahli waris. 

3. Pembunuhan  

Diantara alasan pembunuhan bisa mengahalangi kewarisan ialah:  

دََّى ادَْؼْتُولَ  افْؼَاتلُِ  وَرِثَ  فَوْ  وَذَفكَِ   افْعَالَِ  خَرَابِ  إػَ  َٕ

“Jika si pembunuh mendapat warisan, maka hal tersebut akan menyembabkan 

kerusakan alam.”
23

 

Dari sini dapat diketahui bahwa kerusakan alam merupakan alasan pembunuhan 

sebagai penghalang kewarisan. Khatib al-Syirbini (w. 977 H) menjelaskan diantara 

bentuk kerusakan tersebut dan menjadi penyebab pembunuhan bisa menjadi penghalang 

kewarisan, yaitu: 

ٕكه فو ورث ل يممن أن يستعجل الإرث بافؼتل، ؾاؿتضت ادصؾحة حرماكه؛ وٕن افؼتل ؿطع ادوآة وهي 

 .شبب الإرث

“Karena, jika si pembunuh mendapat warisan, maka akan timbul 

kemungkinan adanya niat si pembunuh untuk mempercepat mendapat warisan 
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dengan cara membunuh yang mewariskan. Maka demi kemaslahatan, si 

pembunuh diharamkan mendapatkannya. Juga, karena pembunuhan menyebabkan 

timbulnya pemutusan tali Muwalah (kasih sayang), padahal yang demikian itu 

merupakan sebab adanya kewarisan”.
24

 

Maka dari teks di atas dapat disimpulkan, bahwa landasan hukum pembunuhan 

sebagai penghalang kewarisan sama seperti perbedaan agama, yaitu karena pembunuhan 

bisa memutuskan rasa kepedulian dan kasih sayang (muwalah) antara si pelaku dengan si 

korban. 

Meskipun demikian, pembunuhan dan perbedaan agama tidak bisa memutuskan 

tali keturunan antara mereka. Terlebih, jika pelaku pembunuhan atau yang berbeda 

agama adalah seorang istri atau suami. Karena faktor kewarisan suami dan istri pada 

dasarnya bukan karena keturunan, melainkan hubungan suami istri.  Begitu juga, jika 

pelaku pembunuhan atau yang berbeda agama adalah seorang budak atau bekas tuannya, 

karena pada dasarnya faktor kewarisan antara mereka adalah pembebasan perbudakan. 

Hal ini juga menguatkan penjelasan sebelumnya, bahwa makna dari kata 

Muwalah disini ialah kasih sayang dan kepedulian. Dan hilangnya hal tersebut 

merupakan faktor hilangnya hak kewarisan. Al-Qolyubi menegaskan: 

  "واكتػاء الإرث فعدم ادـاصرة وادوآة ادبـي هو ظؾقفا"
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“Hilangnya kewarisan disebabkan hilangnya rasa kepedulian dan kasih 

sayang. Dan unsur kasih sayang (muwalah) inilah yang menjadi landasan hukum 

adanya adanya kewarisan.”
25

 

Maka dapat disimpulkan bahwa landasan hukum („Illah) penetapan pembunuhan 

dan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan ialah hilangnya kasih sayang antara 

pewaris dan ahli waris. Namun, perbedaan agama dan fitnah memiliki unsur perbedaan, 

yaitu fitnah merupakan tindak pidana sedangakan perbedaan agama bukan sebagai tindak 

pidana.
 26

 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa sebagai penghalang hak mewarisi 

tidak lepas dari motif dan landasan hukum yang tersimpan di dalamnya. Hal inilah yang 

mejadikan patokan dalam setiap penetapan hukum Islam. Pada masalah perbudakan 

sebagai penghalang kewarisan, ditemukan „Illahnya berporos pada status kepemilikan 

harta. Sedangkan pada pembunuhan dan perbedaan agama sebagai penghalang 

kewarisan, detemukan „Illahnya berporos pada hilangnya kasing sayang dan rasa 

kepedulian antara ahli waris dan pewaris. 

b) Status kelayakan „Illah tersebut sebagai landasan hukum („Illah) 

Pada kasus perbudakan sebagai penghalang kewarisan dengan „Illahnya yang 

berpusat pada status kepemilikan seorang budak, jelas tampak konsistensi „Illah tersebut. 

Sehingga dalam hal ini juga menandakan bahwa hukum fitnah sebagai penghalang 

kewarisan tidak bisa dianalogikan kepada perbudakan. 
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Adapun „Illah (landasan hukum) pembunuhan dan perbedaan agama sebagai 

penghalang kewarisan yang berporos pada hilangnya Muwalah (kasih sayang) antara ahli 

waris dan pewaris, maka hal ini tidak bisa dikatakan memiliki sifat konsistensi 

(Mundhobith), karena indikator kasih sayang bisa berbeda tergantung individu. Hanya 

saja, pembunuhan dan perbedaan agama bisa dikatakan sebagai Mazinnah (objek dugaan 

berat) yang bisa menyebabkan hilangnya Muwalah (kasih sayang) antara ahli waris dan 

pewaris juga dugaan berat sebagai sarana untuk mempercepat memiliki harta sebelum 

waktunya.
27

 Hal inilah yang menyebabkan pembunuhan dan perbedaan agama bisa 

dijadikan sebagai penghalang kewarisan. Ibnu Taimiyah juga menambahkan: 

ؾنن رظاية هذا افؼصد ؽر معتزة في ادـع وؾاؿا، وما ذاك  وشواء ؿصد افؼاتل أن يتعجل ادراث أو ل يؼصده،

 إٓ؛ ٕن توريث افؼاتل ذريعة إػ وؿوع هذا افػعل ؾسدت افذريعة بادـع بافؽؾقة

“Baik si pembunuh berniat untuk menguasai harta korbannya ataupun 

tidak, dia tetap tidak mendapat harta warisan. Karena perhatian terhadap pada niat 

tersebut bukan menjadi patokan dalam menetapkan pembunuhan sebagai 

penghalang kewarisan. Hal ini dikarenakan, dengan membiarkan pelaku 

pembunuhan sebagai ahli waris justru akan menjadi sarana sebagai cara untuk 

menguasai harta si korban. Maka, sarana tersebut harus ditutup dengan 

menetapkan jenis pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.”
28

 

 Maka, menjadikan hubungan kasih sayang (muwalah) sebagai „Illah adanya 

kewarisan merupakan bentuk landasan hukum kepada hikmah. Namun seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, bahwa sebuah hikmah bisa dijadikan sebagai „Illah jika memiliki 
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sifat munasabah. Jika berpijak pada konsep ini, hilangnya kasih sayang bisa dianggap 

sebagai landasan hukum pembunuhan dan perbedaan agama sebagai penghalang 

kewarisan. Karena Munasabah (kemashlahatan) antara pembunuhan dan perbedaan 

agama terhadap hukum sebagai penghalang kewarisan sangat jelas terlihat.  

c) Status keberadaan „Illah (landasan hukum) tersebut pada fitnah 

Al-Shobuni menjelaskan: 

افـعم، إذ فقس من ادستساغ ظؼلا و  تـال بادحظور، حتى ٓ تؽون الجرائم شببا فيإن ادراث في ذاته كعؿة، ؾلا 

افـعؿة، و وشقؾة إػ تمؾك الجاني مال ادجـي ظؾقه، و الإكتػاع به،  ٓ شرظا أن يؽون إرتؽاب الجريؿة شببا إػ

 .افؼع الإشلامي ؾفذا ما ل يعفد في

“Sejatinya, kewarisan merupakan sebuah karunia, maka tidak pantas didapati 

dengan cara yang haram yang menyebabkan sebuah kejahatan sebagai sumber 

kenikmanatan. Tidak diakui logika dan syariat, bahwa melakukan kejahatan sebagai 

faktor mendapatkan kenikmatan dan sebagai sarana supaya pelaku kejahatan 

menguasai harta si korban dan bisa menikmatinya. Hal ini, tidak diakui dalam 

syariat.”
29

 

Maka pada dasarnya, jika fitnah tersebut merupakan sarana utamanya untuk  

mendapatkan harta warisan, tentunya fitnah bisa menjadi penghalang kewarisan. Karena 

kewarisan tidak bisa didapatkan dengan kejahatan. 
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Dijelaskan sebelumnya bahwa fitnah adalah perbuatan yang dapat menyakiti, 

menyengsarakan batin seseorang, juga akan merasakan ketidaknyamanan dalam keluarga. 

Fitnah juga tentu sangat merugikan si pewaris, karena fitnah memang pada dasarnya 

adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa 

landasan hukum („Illah) penghalang kewarisan yang terdapat dalam pembunuhan juga 

ada dalam tindakan fitnah, yaitu menyebabkan hilangnya kasih sayang antara pelaku 

fitnah dengan si korban. Maka, dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa tindak pidana fitnah 

memiliki kesamaan dengan pembunuhan pada dua unsur, yaitu: 

1) Sama-sama merupakan tindak pidana kejahatan 

2) Bisa memutuskan tali Muwalah (kasih sayang) antara pelaku dan korban 

Unsur-unsur inilah yang bisa menjadi alasan penetapan fitnah sebagai penghalang 

hak mewarisi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KHI. Yaitu fitnah dengan 

mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan 

ketentuannya, merupakan salah satu faktor penghalang kewarisan. 

Namun, perlu diperhatikan juga sisi perbedaan antara tindak pidana  pembunuhan 

dengan fitnah. Setidaknya dampak dari tindak pidana fitnah lebih ringan daripada 

pembunuhan dari aspek faktor hilangnya Muwalah (kasih sayang). Karena, kemaafan dari 

si korban bagi pelaku dalam tindakan memfitnah masih sangat mungkin diharapkan. 

Berbeda dengan pembunuhan, si pelaku tidak mungkin lagi mendapat kemaafan dari si 

korban. Dengan kata lain, „Illah (landasan) hikmah yang ada pada tindak pidana fitnah 

tidak memiliki sifat Munasib (kemashlahatan yang jelas) yang jelas terhadap hukumnya 



sebagai penghalang kewarisan. Dan jika tetap memaksakan analogi antara fitnah kepada 

pembunuhan, maka analoginya bisa dikatakan lemah. 

Hal inilah yang menjadi alasan fuqoha‟ klasik membedakan antara fitnah yang 

berujung kepada pembunuhan dengan yang lainnya.
30

 Jika fitnah tersebut menyebabkan 

terjadinya kematian seseorang maka hukumannya sama seperti hukuman pembunuh dan 

bisa menjadi penghalang kewarisan. Jika fitnah tersebut menyembabkan seseorang 

dihukum penjara dan tidak sampai terbunuh, maka itu dianggap sebagai dosa dan 

hukumannya diserahkan kepada hakim.
31

 Begitu juga, tidak ditemukan adanya pendapat 

ulama atau tokoh dalam literatur Fikih Islam yang menetapkan fitnah yang tidak 

menyebabkan seseorang meninggal sebagai penghalang kewarisan, padahal fitnah 

merupakan tindak kejahatan yang sudah ada dari zaman dulu. Kecuali pada aturan yang 

ditetapkan dalam KHI itu sendiri, begitu juga aturan yang terdapat pada Undang-undang 

KUH Perdata. Yaitu pada buku ke-II BAB XII Pewarisan Karena Kematian Bagian 1 

pasal 838 yang berbunyi: 

“Orang yang dianggap tidak pantas menjadi waris dan dengan demikian 

tidak mungkin mendapat warisan, ialah:… Dia yang dengan putusan hakim 

pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap 

pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan keajahatan yang diancam dengan 

hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.”
32

 

Kemudian, jika hanya berpegang kepada dua „Illah di atas (sama-sama tindak 

kejahatan yang bisa memutuskan Muwalah), tentu hal ini juga akan bisa disamakan 
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dengan tindak kejahatan lain. Seperti pencurian, penipuan atau kejahatan yang merugikan 

orang lain dari sisi finansial. Dan tidak ditemukan adanya indikator yang bisa 

membedakan fitnah dengan kejahatan finansial lainnya.
33

  

Alhasil, dasar KHI dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi 

pada pasal 173, dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu 

kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih 

berat, ialah Analogi hukum (Qiyas). Yaitu dengan menganalogikan fitnah tersebut kepada 

pembunuhan, karena sama-sama tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan hilangnya 

Muwalah (kasih sayang) antara pelaku dan korban. Sehingga keduanya dapat disamakan 

hukumnya, yaitu sebagai penghalak hak mewarisi. Namun, analogi fitnah dengan 

pembunuhan disini bisa dikatakan lemah, karena berlandaskan kepada hikmah yang tidak 

memiliki sifat munasib. Misalnya, ada seorang anak memfitnah ayahnya melakukan 

sebuah kejahatan. Kemudian dengan kejahatan tersebut si ayah dijatuhi hukuman penjara 

selama lima tahun oleh pengadilan. Jika kemudian si ayah meninggal dunia, maka 
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menurut aturan KHI pengadilan bisa memutuskan bahwa si anak tidak bisa mendapat 

warisan dari ayahnya.  



B. Tinjauan Maqoshid Syariah Terhadap Ketentuan Fitnah Sebagai Penghalang 

Hak Mewarisi Pada Pasal 173 Dalam KHI 

Rahasia dan hikmah yang terkandung dalam penetapan hukum kewarisan secara 

umum tidak bisa ditemukan dengan lengkap. Tapi segala ketentuan yang telah diatur 

dalam syariat Islam melalui Quran dan Hadis merupakan sebuah kebenaran.
34

 Ibnu al-

Qoyyim (w. 751 H) menjelaskan:  

إن افؼيعة مبـاها وأشاشفا ظذ الحؽم ومصافح افعباد في ادعاش وادعاد، وهي ظدل ـؾفا، ورحمة ـؾفا، 

 ومصافح ـؾفا، وحؽؿة ـؾفا

“Sesungguhnya pondasi dan dasar Syariat Islam dibangun di atas hikmah 

dan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariat Islam itu semuanya 

keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah.”
35

  

 Dari sini dapat diketahui, bahwa semua aturan yang ada dalam syariat Islam pada 

hakikatnya mengandung Maqoshid Syariah. Ibnu „Asyur menjelaskan hikmah dari aturan 

kewarisan dalam Islam: 

مما ٓ تشؿئز مـه كػسه، وٕن  ؾتم مؼصد افتوزيع بحؽؿة وهي جعل ادال صائرا إػ ؿرابة صاحبه، ٕن ذفك

 .ظوكا ظذ حػظ ادال في دائرة افؼبقؾة، وإكما تتؽون إمة من ؿبائؾفا ؾقمول إػ حػظه في دائرة جامعة إمة ؾقه
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“Dapat ditemukan hikmah dari aturan pendistribusian harta warisan, yaitu untuk 

menyalurkan harta kepada keluarga pemiliknya (warisan). Dengan begitu, si pemilik 

harta tidak akan merasa kesal. Aturan itu juga merupakan bentuk usaha agar harta 

(warisan) terjaga dalam kepemilikan keluarga. Dengan menjaga harta tersebut berada 

dalam kepemilikan keluarga, tentu akan menjaga kesejahteraan umat juga. Karena umat 

terbentuk dari beberapa keluarga.”
36

 

Maka, hikmah utama dalam aturan kewarisan adalah untuk menjaga kesejahteraan 

keluarga si pewaris, dengan mebagikan hartanya kepada ahli waris yang ditinggal. 

Kemudian, setelah mengetahui landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam 

menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan, yaitu Qiyas. Juga setelah merincikan 

„Illah penetapan hukum melalui Qiyas tersebut. Maka, dapat kita ambil sebagian dari  

Maqoshid Syariah Juz‟iyyah terhadap ketentuan penghalang hak mewarisi. Diantaranya: 

a. Menjaga kestabilan kehidupan 

Pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang bisa merusak kehidupan sosial. 

Maka, untuk menjaga kestabilan kehidupan sosial di masyarakat, Islam memerintahkan 

untuk memusnahkannya dengan menetapakan sanksi bagi pelakunya. Begitu juga dengan 

menetapkan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Al-Dihlawi (w. 1176 H) 

berkata: 

م إكما شرع ذفك ٕن من الحوادث افؽثرة افوؿوع أن يؼتل افوارث مورثه، فقحرز مافه ٓ شقما في أبـاء افع

 وكحوهم، ؾقجب أن تؽون افسـة بقـفم تليقس من ؾعل ذفك ظما أراده، فتؼطع ظـفم تؾك ادػسدة
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“Syariat menetapkan pembunuh tidak mendapat warisan, dikarenakan 

maraknya kasus ahli waris membunuh pewarisnya untuk menguasai harta. Maka, 

sudah wajar jika aturan justru membuat pelakunya tidak mendapat apa yang dia 

inginkan, guna memutuskan kerusakan di antara mereka.”
37

 

Ini menunjukkan bahwa pembunuhan dijadikan sebagai penghalang kewarisan 

guna menjaga agar tidak terjadi kerusakan dalam kehidupan dan memelihara agar 

kehidupan tetap stabil.  

Hal ini juga terdapat pada kejahatan fitnah, dimana pelakunya diasumsikan ingin 

menguasai harta pewarisnya. Sehingga hukuman yang pantas adalah dengan 

menggagalkan keinginannya. Tujuannya, supaya membuat jera bagi pelakunya dan 

mejaga kestabilan kehidupan dengan menghilangkan kerusakan di masyarakat sosial.  

 

b. Menjaga keselarasan aturan kewarisan dengan Fitrah manusia 

Sudah merupakan fitrah manusia, dalam mementingkan kebahagiaan orang-orang 

yang dia cintai semasa hidupnya. Tentunya juga memikirkan bahwa orang yang dia 

bahagiakan tersebut kelak akan menempati posisinya setelah meninggal. Al-Dihlawi (w. 

1176 H) menegaskan: 
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معان ثلاثة: افؼقام مؼام ادقت في شرؾه ومـصبه وما هو من هذا افباب، ؾنن  ظذ وبالجؿؾة ؾافتوارث يدور

الإكسان يسعى ـل افسعي، فقبؼي فه خؾف يؼوم مؼامه، والخدمة وادواشاة وافرؾق والحدب ظؾقه من هذا 

 افباب، افثافث افؼرابة ادتضؿـة لهذين ادعـقغ جمقعا

“Secara umum, kewarisan berpusat pada tiga hikmah, yaitu: menggantikan 

posisi si mayat pada kedudukan dan martabatnya. Seseorang pastinya berusaha 

keras supaya ada generasi yang akan menempati posisinya nanti. Kedua: 

pelayanan, saling menghibur, toleransi dan sikap simpati terhadap si mayat. 

Ketiga: kekerabatan yang mengandung dua rahasia di atas. Yang paling 

diutamakan adalah yang ketiga ini (kekerabatan).”38  

Ini menunjukkan bahwa kewarisan adalah bentuk kelanjutan martabat seseorang 

yang berpindah kepada ahli warisanya. Merupakan fitrah manusia, jika martabatnya 

dipindahkan kepada orang yang memiliki hubungan kasih sayang dengannya. Karena 

dasar yang merupakan landasan permasalahan kewarisan adalah karakter pertemanan dan 

solidaritas. Begitu juga Muwalah (kasih sayang) yang merupakan kesepakatan ummat.”
39

 

Kemudian beliau melanjutkan: 

وافرؽبات، مما يتعذر إشتئصالها،  وإذا ـان الله شبحاكه و تعاػ ؿد ؾطر الإكسان ظذ جمؾة من افغرائز و ادقول

الإكسان فتؿؾك ادال، ورؽبته في آكتػاع و افتؿتع  وإكما يؿؽن تؼويؿفا و تهذيبفا إذا ما إكحرؾت. ـحب
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مصؾحة أبـائه وأؿربائه...إفخ. فذفك ـان الإشلام وهو دين افػطرة مراظقا  كشاضه، وإيثاره بثؿرات جفوده و

افػطرية في  الجواكب، وذفك بنؿراره كظام افتوريث افذي يتػق و يـسجم مع مختؾف هذه الجواكب ـل هذه

 الإكسان

“Ketika Allah Ta‟ala mengkaruniakan kepada manusia insting, 

kecenderungan, dan selera yang sulit untuk mencabutnya, namun hanya bisa 

meluruskan dan melatihnya jika menyimpang. Seperti cinta materi, hasrat untuk 

menikmati hasil usaha, juga mengutamakan kebahagiaan anak dan keluarganya 

dsb… Karena itulah, Islam yang merupakan Agama fitrah senantiasa menjaga 

semua aspek ini. Yaitu, dengan menetapkan hukum kewarisan yang selaras 

dengan berbagai sifat Fitrah manusia.”
40

  

Sehingga, jika kemudian ada diantara keluarga yang dicintai memfitnahnya 

dengan sengaja, tentu akan membuat Muwalah (kasih sayang) diantara mereka pudar. 

Juga akan jauh dari harapannya sebagai penerus kedudukan dan martabatnya kelak.
 41

 

Dan jika harta warisannya dibagikan kepada orang yang sempat memfitnahnya semasa 

hidupnya, tentu akan bertentangan dengan fitrah di atas. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

diantara Maqoshid Syariah dari menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan ialah 

untuk menjaga keselarasan  aturan kewarisan dengan Fitrah manusia. 

 

c. Realisasi dari solidaritas sesama keluarga dan sosial 
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Hal ini juga berlandaskan kepada motif kewarisan antara pewaris dan ahli waris, 

yaitu hubungan Muwalah (kasih sayang). Kerena solidaritas antara sesama keluarga bisa 

terwujud dengan adanya tali Muwalah (kasih sayang). Muhammad Abu Zuhroh 

menambahkan: 

متبادفة بغ آحادها، ؾافؼوي  عل الإشلام ادراث في دائرة إسرة حسب درجة افؼرابة، ؾلأن مـاؾعفاوإذ ج

واجبة في مال ؿريبه ادوسر، ؾؽان ذفك افتبادل شببا  يحؿي افضعقف، وافغـي يؿد افػؼر، وكػؼة افػؼر افعاجز

 مافه في جعل إسرة خؾػا فؾؿقت في

“Islam menentukan hukum kewarisan berputar di sekitar keluarga, 

dikarenakan manfaat harta warisan itu akan dinikmati oleh masing-masing ahli 

waris. Sehingga yang kuat akan menjaga yang lemah, yang kaya akan melindungi 

yang miskin. Karena nafkah keluarga yang fakir akan ditanggung oleh 

keluarganya yang lebih kaya. Maka, saling menikmati harta warisan tersebut 

merupakan faktor yang menjadikan keluarga sebagai penerus yang meninggal.”
42

 

Maka, dengan menetapkan fitnah sebagai penghalang hak kewarisan merupakan 

bentuk pemeliharaan terhadap tujuan dan hikmah dari hukum kewarisan, yaitu menjaga 

solidaritas antara sesama keluarga. Sebaliknya, jika pelaku fitnah dibiarkan mendapat 

warisan, tentu solidaritas ini akan sulit terwujud, dikarenakan telah hilangkan tali 

Muwalah (kasih sayang) sesama keluarga. 

Dari tiga diantara Maqoshid Syariah Juz‟iyyah dari penghalang kewarisan di atas, 

dapat diketahui bahwa aturan kewarisan berporos pada perhatian syariat terhadap 
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kesejahteraan dan hubungan kasih sayang antara keluarga, dan itulah Maqoshid Syariah 

Khoshshoh dari hukum kewarisan. Maka, Maqoshid Syariah „Ammah dari aturan 

kewarisan tentang penghalang kewarisan adalah Hifzhu al-Nasl (memelihara keturunan). 

Quraisy Ali menambahkan: 

الهافك ظذ مصالحفم، ويهؿه أمرهم، وإيصال افـػع إفقفم، ومن ثم  ؾفمٓء هم من يحرص افشخص

ممن  افؼيعة الإشلامقة ظذ ظلاؿة افؼرابة، مػضلا في ذفك إؿرب ؾإؿرب إػ ادتوفى إكبـى ادراث في

وؽرهم، وفذفك ـان كصقب  ـإبـاء، وأبـاء إبـاء، وأباء، يعتزون امتدادا في افوجود فشخص ادقت،

 .ادقت آبن في ادراث أـثر من كصقب ؽره، ٕكه إؿرب إػ

“Ketenteraman keluarga merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh 

orang yang meninggal semasa hidupnya. Sebab itulah, syariat Islam menetapkan 

landasan kewarisan pada hubungan kekeluargaan. Dengan memprioritaskan yang 

lebih dekat hubungannya kepada si mayat daripada yang lain. Seperti anak, cucu, 

orangtua, dan sterusnya. Karena itu jugalah, seoarang anak laki-laki lebih besar 

bagiannya daripada yang lain. Karena hubungan anak laki-laki lebih dekat kepada 

si mayat.”
43

 

Maka dari itu, menjaga ketenteraman keluarga ini merupakan bentuk dari urgensi 

Syariat Islam terhadap Hifzhu al-Nasl (memelihara keturunan) sebagai salah satu 

Maqoshid Syariah „Ammah. Tidak bisa dipungkiri, dalam penerapan aturan kewarisan ini 

juga terdapat  Maqoshid Syariah dalam memelihara harta juga. Namun, seperti yang 

dijelaskan Ibnu „Asyur sebelumnya: 
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مما ٓ تشؿئز مـه كػسه، وٕن ؾتم مؼصد افتوزيع بحؽؿة وهي جعل ادال صائرا إػ ؿرابة صاحبه، ٕن ذفك 

 ؾقه ظوكا ظذ حػظ ادال في دائرة افؼبقؾة، وإكما تتؽون إمة من ؿبائؾفا ؾقمول إػ حػظه في دائرة جامعة إمة.

“Dapat ditemukan hikmah dari aturan pendistribusian harta warisan, yaitu untuk 

menyalurkan harta kepada keluarga pemiliknya (warisan). Dengan begitu, si pemilik 

harta tidak akan merasa kesal. Aturan itu juga merupakan bentuk usaha agar harta 

(warisan) terjaga dalam kepemilikan keluarga. Dengan menjaga harta tersebut berada 

dalam kepemilikan keluarga, tentu akan menjaga kesejahteraan umat juga. Karena umat 

terbentuk dari beberapa keluarga.”
44

 

Maksudnya, aturan kewarisan merupakan penerapan dari Maqoshid Syariah 

dalam menjaga harta. Namun, tujuannya tetap untuk menjaga kesejahteraan keluarga 

yang yang ditinggal. Dengan menjaga mesejahteraan sebuah keluarga, maka itu 

merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kesejahteraan umat. Namun, kembali kepada 

pembahasan sebelumnya dalam mebandingkan antara fitnah dengan pembunuhan perlu 

diperhatihakn sisi perbedaan keduanya. Sehingga dengan persamaan dari sisi Maqoshid 

Syari‟ah tidak serta-merta menyamakan hukum keduanya sebagai penghalang kewarisan. 

Hal ini menyebabkan, tinjauan Maqoshid Syaria‟ah tehadap fitnah sebagai penghalang 

kewarisan dalam memelihara kesejahteraan keluarga (Hifzhu al-Nasl) dianggap samar.  
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C. Analisis KHI Dalam Menetapkan Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan 

Dijelaskan sebelumnya bahwa menurut istilah yang dipakai di Indonesia fitnah 

adalah berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang 

yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran.
45

 Fitnah dengan arti kesaksian palsu 

ini
 
merupakan salah satu dosa besar yang sangat dicekam dalam Islam.

46
 Al-Zahabi (w. 

748 H) berkata: 

ور ؿد ارْتؽب ظظائم )أَحدهَا( افْؽَذِب وآؾساء ؿَالَ الله تَعَاػَ  ف }صَاهد افزُّ َٓ يهدي من هُوَ مُسِْْ إنِ الله 

اب ذَّ قَاكَة وَافْؽذب )وَثَاكقِفا( إكَِّه طؾم افَّذِي صفد ظَؾَقْهِ  {َـ ء فَقْسَ الْخِ وَفِي الحدَِيث يطبع ادُْممن ظذ ـل شََْ

إفَِقهِْ ادَال الْحرََام ؾَلَخذه  حَتَّى أَخذ بشَِفَادَتهِِ مَافه وَظرضه وروحه )وَثَافثِفَا( إكَِّه طؾم افَّذِي صفد فَهُ بلَِن شَاق

مَا بشَِفَادَتهِِ ؾَوَجَبت فَهُ افـَّار وَؿَالَ صذ الله ظَؾَقْهِ وَشؾم من ؿضقت فَهُ من مَال أَخِقه بغَِرْ حق ؾَلَا يَلْخُذهُ ؾَ  نكَِّ

م وَافْعرض ؿَالَ رَشُول الله أؿطع فَهُ ؿِطْعَة من كَار )وَرَابعِفَا( أَكه أَبَاحَ مَا حرم الله تَعَاػَ وَظَصَؿَهُ م ن ادَال وَافدَّ

اك باِللهَّ وظؼوق افْوَافدِين أَٓ وَؿَوف شْرَ
ور صذ الله ظَؾَقْهِ وَشؾم أَٓ أكبئؽم بلـز افْؽَبَائِر الْإِ ور أَٓ وَصَفَادَة افزُّ ؾزُّ

 .ؾَمَا زَالَ يؽررها حَتَّى ؿُؾْـاَ فقته شؽت رَوَاهُ افبُخَارِيّ 
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 Hal ini sesuai dengan makna fitnah menurut KBBI yaitu, kebohongan berupa perkataan atau tanpa 

dasar kebenaran yang disebarkan dengan tujuan menjelekkan orang lain (seperti menodai nama baik, 

merugikan kehormatan orang lain). Kemudian didukung dengan penjelasan maksud “memfitnah” pada 

pasal 173 dalam KHI poin b:“Telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu 

kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebuh berat”. Lihat: KHI, 

Op. Cit. 

 



“Pelaku kesaksian palsu berarti telah melakukan empat hal besar. Pertama, 

kebohongan dan kedustaan. Allah berfiman: “sesungguhnya Allah SWT. tidak 

memberi petunjuk kepada orang yang sering berbohong.” Dalam hadis: “Segala 

sesuatu diberi tanda sebagai orang beriman selain khianat dan kebohongan.” 

Kedua, kezaliman terhadap korbannya sehingga dengan kesaksian palsunya orang 

lain bisa kehilangan harta, harga diri serta nyawanya. Ketiga, kezaliman bagi 

orang yang mendapatkan untung dari kesaksian palsunya berupa harta yang 

haram, maka nerakalah yang layak baginya. Nabi bersabda: “Siipa yang aku 

putuskan bahwa dia mendapat harta saudaranya tanpa sebab, maka janganlah ia 

mengambilnya, karena itu seolah-olah aku memberi bagian dari api neraka 

kepadanya. Keempat, pelaku kesaksian palsu telah menghalalkan sesuatu yang 

diharamkan dan dipelihara berupa harta darah dan harga diri. Nabi bersabda: 

“Mauhkah kamu aku beritahu dosa yang paling besar?. Yaitu kesyirikan, durhaka 

kepada orang tua dan ingatlah: kemudian kesaksian palsu, ingatlah: kesaksian 

palsu. Nabi mengulanginya sehingga kami (sahabat) berkata: kapan beliau diam. 

(Hadis riwayat Bukhari).”
47

 

Ungakapan ini menegaskan bahwa pelaku fitnah telah melakukan kebohongan 

dan kezaliman terhadap korbannya, sehingga dengan fitnahnya orang lain bisa kehilangan 

harta, harga diri serta nyawa. Fitnah juga bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan 

dan dipelihara berupa harta darah dan harga diri. 

Hal tersebut ditanggapi oleh Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H) yang menukil 

perkataan dari Ibnu Abdi al-Salam (w. 660 H), beliau berkata:
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مَا فِي الْخَزَِ طَاهِرٌ إنْ وَؿَعَتْ فِي مَالٍ خَطِرٍ، ؾَننِْ وَؿَعَتْ فِي مَالٍ يَسِ  َـ برَِةً  َـ ورِ  وْنُ صَفَادَةِ افزُّ زَبقِبَةٍ أَوْ تَمرَْةٍ َـ َـ رٍ 

قْ ؾَقَجُوزُ أَنْ يُُْعَلَ مِنْ افْؽَبَائِرِ ؾَطْ  ْ يَتَحَؼَّ برَِةً وَإنِْ لَ َـ بُ ؿَطْرَةٍ مِنْ الْخؿَْرِ  مَا جُعِلَ شُرْ َـ مًا ظَنْ هَذِهِ ادَْػَاشِدِ، 

 .ادَْػْسَدَةُ 

“Status kesaksian palsu sebagai dosa besar sesuai dalam hadis sudah jelas. 

Hal ini jika kesaksian palsu tersebut berhubungan dengan harta yang banyak. Jika 

kesaksian palsunya berhubungan dengan harta yang sedikit sperti sebiji anggur 

atau kurma, maka bisa saja tetap dianggap sebagai dosa besar. Hal ini melihat 

dampak kerusakan yang timbul darinya. Sama seperti halnya meminum setetes 

dari minuman keras dianggap sebagai dosa besar meskipun dampak kerusakannya 

tidak terjadi.”
48

 

Ungkapan ini menyatakan bahwa fitnah adalah termasuk dosa besar karena 

dampaknya sangat besar. Walaupun terkadang dampaknya tidak muncul, namun resiko 

yang akan timbul sangat meresahkan. Oleh karena itu, kecil dan besar dalam masalah itu 

tetap dikategorikan dosa besar. 

Di dalam Islam tidak ada perbedaan kedudukan antara sesama manusia melainkan 

dari sisi ketakwaannya. Di dalam al-Quran, kata yang bermakna keimanan dan kebaikan 

terdapat berulang-ulang sebanyak lima puluh kali. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat 

memperhatikan keimanan dan moral secara bersamaan, sehingga Islam bisa dikatakan 

sebagai agama yang menjungjung tinggi spiritual dan moral etika. Kebebasan berekspresi 

merupakan hak yang diakui dalam Islam. Namun, agama Islam menetapkan batasan hak 
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tersebut sebagai bentuk terapan dari moral.  Seperti Islam melarang seseorang untuk 

berbohong, mengejek orang lain dan menyebut mereka dengan nama ofensif, 

merendahkan, fitnah, spionase dan pidato denga kalimat yang menyakitkan, baik dalam 

kehadiran dan di depan mereka atau di belakang mereka, ditujukan kepada individu 

perseorangan atau kelompok individu dan masyarakat sosial.
49

 

Tindak pidana fitnah tidak hanya membahayakan dan merugikan orang yang 

difitnah saja, tetapi juga dampak negatif dari fitnah bisa membahayakan bagi orang yang 

berbuat fitnah. Ditegaskan dalam al-Quran perintah untuk menjaga diri dari fitnah dan 

mengajak kepada kebaikan juga mencegah terjadinya keburukan. Dalam al-Quran 

digambarkan tentang fitnah yang lebih kejam atau lebih besar dosanya daripada 

pembunuhan. Oleh karenanya fitnah dalam budaya masyarakat bersifat negatif, sehingga 

secara otomatis perbuatan tersebut dapat menyakiti, menyengsarakan batin seseorang, 

juga akan merasakan ketidaknyamanan dalam keluarga.
50

 

Melihat dampak bahaya fitnah ini, tentunya ahli waris yang memfitnah pewaris 

tentu sangat merugikan si pewaris, karena fitnah memang pada dasarnya adalah suatu 

tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dikatakan demikian karena dengan 

melakukan fitnah itu berarti orang tersebut dengan mudahnya mendapatkan harta warisan 

sebelum waktunya.
51

 Hal ini dikarenakan dampak dari perbuatan fitnah yang bisa 

membuat harga diri dan martabat yang terfitnah menjadi rusak. Tentunya hal ini bisa 

mengakibatkan jasmaninya buruk dan keadaan psikologisnya menjadi tidak sehat, 
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sehingga kemungkinan bisa mempercepat kematiannya.
52

 Ini juga dikarenakan fitnah 

dianggap sangat menyakitkan dan menekan keberadaan pewaris, terlebih fitnah tersebut 

berdampak ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih berat dari hukuman tersebut 

kepada orang yang difitnah (pewaris).
53

  

Dari uraian di atas dapat dirangkumkan bahwa alasan KHI dalam menetapkan 

fitnah sebagai penghalang kewarisan terdapat pada tiga hal, yaitu: 

Pertama, dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan fitnah itu sendiri 

terhadap seseorang yang difitnah, yang bisa berujung kepada kematian. Dalam hal ini, 

fitnah dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan secara tidak langsung yang 

merupakan salah satu penghalang kewarisan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh 

Abdurrahman bahwa fitnah dikategorikan sebagai penghalang kewarisan disebabkan oleh 

bahaya dan dampak fitnah itu sendiri. Para ulama menganalogikan fitnah kepada 

pembunuhan dengan memperhatikan sisi dampak fitnah tersebut. disamping itu, dalam 

mazhab syafii semua pembunuhan dapat menjadi penghalang kewarisan, baik dengan 

langsung atau pun tidak langsung, baik disengaja atau tidak sengaja. Fitnah dikategorikan 

sebagai pembunuhan secara tidak langsung. Karena, fitnah merupakan pembunuhan 

kepribadian seseorang yang bisa berujung kepada hilangnnya nyawa seseorang.
54

 

Kedua, adanya isyarat yang menunjukkan bahwa fitnah lebih kejam dari pada 

pembunuhan. Jika pembunuhan saja dianggap sebagai penghalang kewarisan, maka 

tentunya tindakan fitnah juga bisa dianggap sebagai pengahalang kewarisan. Dalam hal 
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ini, penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan adalah berdasarkan kepada qiyas 

awlawi (analogi prioritas).  

Ketiga, adanya unsur kesamaan antara fitnah dan pembunuhan pada aspek usaha 

mempercepat untuk memeiliki harta si korban. Maka pembunuhan dan fitnah bisa 

disamakan hukumnya, yaitu sebagai penghalang kewarisan. 

Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam al-Qur‟an 

terdapat beberapa tempat dalam menafsirkan kata “fitnah” dengan varian yang tidak 

serupa, tidak lepas dari penyesuaian terhadap konteks ayat. Adakala kata fitnah 

menunjukkan kepada bencana, syirik, cobaan, ujian, siksaan, kedhaliman, kesesatan dan 

bahkan termasuk kepada kategori kegilaan. Oleh karena itu, pemaknaan yang lebih tepat 

disematkan kepada kata fitnah ini adalah bahwa al-Qur‟an lebih bersifat general dari pada 

pemaknaan secara parsial yang bermakna tuduhan palsu, perkataan bohong atau tidak 

berdasarkan kebenaran, yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. 

Meskipun pemaknaan itu tetap saja mengarah kepada suatu tindakan yang kurang baik 

atau perbuatan yang akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.
55

 

Termasuk kekeliruan yang harus diluruskan jika “fitnah” yang terdapat dalam al-

Quran diartikan dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Indonesia (tuduhan palsu). 

Karena memahami sebuah ayat tidak bisa menghindar dari konteks turunnya ayat. 

Dimana, ayat ini turun berkenaan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh Abdullah bin 
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Jahsy terhadap kaum muslimin. Itu merupakan bencana dan fitnah, fitnah lebih kejam 

dosanya dari pada pembunuhan.
56

 

Jamaluddin al-Habbani juga (w. 1015 H) mengungpulkan kata Fitnah dalam al-

Quran dan menjelaskan maknanya. Beliau berkata: 

افثاكقة ظذ افؽػر، افثافثة ظذ  افػتـة أصؾفا آختبار، وافػتـة في افؼرآن ظذ شبعة أوجه: إوػ ظذ افؼك،

 افبلاء، افرابعة ظذ الحرق، الخامسة ظذ آظتذار، افسادشة ظذ افؼتل، افسابعة ظذ افعذاب.

“Pada dasarnya kata fitnah diartikan dengan ujian. Dalam al-Quran 

terdapat tujuh sisi pemaknaan kata fitnah. Yaitu, kesyirikan, kekafiran, ujian, 

pemusnahan, kilah, pembunuhan dan sikasaan.”
57

 

Maka, dapat disimpulkan bahwa makna kata fitnah dalam terminologi Bahasa 

Arab tidak bisa disamakan dengan Bahasa Indonesia. Begitu juga, ungkapan “fitnah lebih 

kejam dari pada pembunuhan” tidak tepat dinisabatkan kepada ayat al-Quran yang 

berbahasa Arab. Karena, fitnah dalam terminologi Bahasa Indonesia lebih bermakna 

khusus, yaitu tuduhan palsu. Sehingga, tidak tepat juga jika fitnah dianggap sebagai 

penghalang hak waris hanya dikarenakan pembunuhan juga merupakan penghalang. 

Maka, pemakaian qiyas (analogi hukum) dalam konteks ini juga bisa dikatakan kurang 

tepat dan keliru. 

Kemudian, analogi fitnah kepada pembunuhan sebagai penghalang kewarisan 

dengan beralasan karena fitnah dianggap sebagai pembunuhan secara tidak langsung 
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merupakan analagi yang kurang tepat. Al-Jurjani menjelaskan defenisi pembunuhan 

menurut terminologi fiqih sebagai berikut: 

 افؼتل هو ؾعل يحصل به زهوق افروح.

“Pembunuhan ialah perbuatan yang menyebabkan lenyapnya ruh 

seseorang.”
58

 

 Maka, sebuah perbuatan bisa dinamakan sebagai pembunuhan jika 

mengakibatkan lenyapnya ruh seseorang dari jasadnya. Hal ini sesuai dengan pengertian 

kata “bunuh” menurut KBBI. Yaitu, menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; 

mematikan. Sehingga, jika nyawa masih berada di dalam jasad setelah terjadinya 

perbuatan (pidana) maka belum dikatakan sebagai pembunuhan. 

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan teori sebelumnya, Menurut literatur 

Hukum Islam klasik hukuman bagi pelaku fitnah sebagai tuduhan palsu bisa ditentukan 

dengan melihat efek dari fitnah tersebut. Seperti, jika fitnah tersebut menyebabkan 

terjadinya kematian seseorang maka hukumannya sama seperti hukuman pembunuh. 

Dalam hal ini, tindakan fitnah bisa dianalogikan kepada pembunuhan sebagai salah satu 

penghalang kewarisan, karena fitnah dalam konteks ini bisa dikategorikan sebagai 

pembunuhan secara tidak langsung. 

Akan tetapi, jika fitnah atau tuduhan palsu tersebut menyebabkan seseorang 

dihukum penjara selama lima tahun, atau lebih berat dari itu namun tidak sampai kepada 

kematian, maka itu tidak bisa disamakan seperti pembunuhan. Hal ini dikarenakan 
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tindakan fitnah tersebut tidak menyebabkan lenyapnya ruh seseorang. Maka dalam 

konteks ini juga, pemakaian qiyas (analogi hukum) bisa dianggap kurang tepat. 

Kemudian, dalam membandingkan tindak pidana pembunuhan dengan fitnah dari 

sisi sarana untuk mempercepat memiliki harta warisan, tentu tidak ditemukan unsur 

kesamaan yang signifikan. Karena dengan semata-mata memfitnah seseorang, tidak 

berarti si pelaku akan mengusai harta si korkan. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa analisis KHI dalam menetapkan dasar fitnah 

sebagai penghalang kewarisan adalah hilangnya kasih sayang (muwalah) antara pelaku 

dan korban. Bukan karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, juga bukan karena 

fitnah  merupakan pembunuhan secara tidak langsung, atau karena fitnah bisa 

mempercepat untuk memiliki harta.  

 


